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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

memeriksa  dan  mengadili  perkara  cerai  gugat  pada  tingkat  pertama  dalam

sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Basarang, 06 Desember 1988, agama

Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di

---------------------------------------------------------------, Kota

Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juli  1983, agama Islam,

pekerjaan  Karyawan  Swasta,  pendidikan  SLTA,

tempat  kediaman  di

----------------------------------------------------------------------

----------------------, Kota Bandung selanjutnya disebut

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat. 

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat melalui  surat  gugatannya tanggal  4 Januari  2021

yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor

17/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 5 Januari 2021, telah mengajukan gugatan cerai

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang

menikah pada tanggal 20  Desember  2015, yang  tercatat pada  Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kota Bandung dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : ---------------------- tertanggal 20 Desember 2015;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat

berstatus cerai hidup  dan  Tergugat  berstatus jejaka,  dan  hingga  saat ini

antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal di kontrakan di -----------------------------------, Kota Bandung

selama  kurang  lebih  3  tahun  dan  kemudian  berpindah  ke  kontrakan  di

--------------------------------------------,  Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2

tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;

4. Bahwa, selama  pernikahan  tersebut Penggugat  dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana  layaknya suami isteri  (ba'da  dukhul)  dan

belum dikaruniai seorang anak:

5. Bahwa,  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan

tetapi sejak  tahun 2020  kehidupan rumah  tangga Penggugat  dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok

mulut, saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut disebabkan:

a. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain secara siri;

b. Tergugat sering berkata kasar semisal yang tidak mengenakan;

c. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan tanpa ada bukti dan

selalu menuduh;

d. Setelah berpisah Tergugat tidak  memberi  nafkah lahir  dan  batin

selama kurang lebih 5 bulan;

e. Tergugat sering  berbeda  pendapat  tentang  keuangan  ekonomi

rumah tangga;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat

terjadi  pada tanggal  8 Agustus 2020,  yang disebabkan permasalahan di

atas  dan sejak itu Tergugat  pergi  meninggalkan kediaman bersama atas

kehendak sendiri. Semenjak kejadian  tersebut  antara Penggugat dan
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Tergugat  telah berpisah rumah dan tidak saling  pedulikan lagi  telah

berjalan selama kurang 5 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  saat  ini, dengan  harapan suatu

saat  keadaan tersebut akan berubah  menjadi lebih baik, namun pada

kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa,  dengan  keadaan rumah  tangga Penggugat dengan  Tergugat

yang  demikian  maka  tujuan  untuk  menciptakan  keluarga  yang  sakinah

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di  atas, maka Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau  apabila  Majelis Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

hadir  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah

hadir  menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai  wakil  atau  kuasanya yang  sah  walaupun  menurut  relaas panggilan

Nomor  17/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal  13  Januari  2021 dan 27 Januari  2021

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya

tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.
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Bahwa  meskipun  Penggugat  telah  hadir  di  persidangan  sementara

Tergugat  tidak  hadir  sehingga  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  namun

demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat

dan  saran  kepada  Penggugat  agar  bersabar  dan  rukun kembali  dengan

Tergugat  untuk  dapat  mempertahankan  rumah  tangganya  akan  tetapi  tidak

berhasil.

Bahwa  pemeriksaan  perkara  diawali  dengan membacakan  surat

gugatan  Penggugat yang  dalil-dalilnya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat.

Namun  pada  bagian  identitas  Tergugat  terdapat  perubahan  alamat  tempat

tinggal  Tergugat  yang  semula  tercantum  di  -------------------------------------------,

Kota  Bandung  diubah  menjadi  bertempat  tinggal  di

---------------------------------------, Kota Bandung.

Bahwa Tergugat  tidak  memberikan jawaban atau tanggapan apapun

karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK  -----------------------  atas

nama  Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru

tanggal 14 Juli 2020. Oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  -------------------------- yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Cilengkrang,  Kota  Bandung tanggal  20 Desember 2015.  Oleh Ketua

Majelis diparaf dan diberi kode (P.2).

B. Bukti Saksi:

1. Saksi  I, dalam  persidangan  mengaku  sebagai  kakak  kandung

Penggugat.  Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 (lima) tahun yang lalu

namun belum dikaruniai anak; 

- Bahwa sejak awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering

bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena sering melihat Penggugat dan

Tergugat bertengkar; 

- Bahwa  penyebabnya  karena  masalah  ekonomi  dan  Tergugat  ada

hubungan dengan perempuan lain, tahunya dari status Tergugat di

facebook;

- Bahwa  saksi  juga  pernah  mendengar  Tergugat  mengatakan

Penggugat suka boros ketika bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama

sekitar 5 (lima) bulan, Tergugat pergi ke Bandung untuk bekerja di

tempat kerjanya yang dulu; 

- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak

saling peduli dan Tergugat cuma satu kali saja pernah memberikan

nafkah kepada Penggugat setelah itu tidak pernah lagi; 

- Bahwa  tidak  ada  saling  mengunjungi  antara  Penggugat  dan

Tergugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberi  nasihat kepada Penggugat

agar tidak bercerai, namun tidak berhasil. 

2. Saksi  II, di  persidangan  mengaku  sebagai  teman  Penggugat,

saksi  tersebut memberikan keterangan di  bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak setahun yang lalu;

- Bahwa  saksi  kenal  juga  dengan  suami  Penggugat,  namanya

Tergugat; 

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  rukun dan

harmonis namun sejak awal  tahun 2020, Penggugat sering curhat

lagi bertengkar dengan Tergugat; 

- Bahwa  penyebabnya  karena  Tergugat  suka  cemburu  padahal

Penggugat jalannya sama saksi bukan dengan orang lain;
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- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat pernah me-WA saksi

menanyakan Penggugat jalan dengan siapa;

- Bahwa  penyebab  lainnya  karena  masalah  ekonomi,  saksi  pernah

mendengar Tergugat mengatakan Penggugat boros; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  sejak

bulan Agustus 2020, Tergugat pulang ke Bandung;

- Bahwa  selama  pisah,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

berkomunikasi,  tidak  saling  peduli  dan  Tergugat  tidak  pernah

memberi nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa tidak ada saling mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat

selama keduanya pisah rumah;

- Bahwa  saksi  pernah  menasihati  Penggugat  agar  tidak  bercerai

dengan Tergugat, namun tidak berhasil. 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup

dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada

pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan.

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa perkara  a quo adalah perkara  cerai  gugat  yang

merupakan  sengketa  perkawinan.  Oleh  karenanya,  Pengadilan  Agama

Banjarbaru mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini

sesuai  dengan ketentuan Pasal  49 huruf  a  jo.  Penjelasan Pasal  49 huruf  a

angka  8  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  jo. Pasal  1

huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang,  bahwa  pemanggilan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat

untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
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Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg  jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah

dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah hadir

menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya

tersebut tanpa suatu alasan yang sah. Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) jo. Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 1964 Perihal

Putusan  Verstek,  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya

Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan.  Namun demikian,  Majelis  Hakim tetap  berusaha mendamaikan

dengan  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  Penggugat untuk  tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

tidak berhasil. Usaha majelis tersebut sesuai dengan yang ditentukan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan

Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang,  bahwa dari  posita gugatan Penggugat,  diketahui bahwa

yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai adalah karena antara

Penggugat  dan  Tergugat sering terjadi  pertengkaran sejak  awal  tahun 2020

yang disebabkan Tergugat telah menikah siri  dengan perempuan lain, sering

berkata kasar, suka cemburu tanpa alasan dan sering berbeda pendapat soal

ekonomi rumah tangga hingga akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2020 Tergugat

pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendaknya sendiri. Sejak saat

itu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang sudah berjalan kurang

lebih 5 (lima) bulan. Alasan tersebut sesuai dengan yang disebutkan Pasal 19

huruf  f Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f
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Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan tersebut,  Tergugat tidak

memberikan  jawaban  atau  tanggapan  apapun  karena  tidak  pernah  hadir  di

persidangan. Ketidakhadiran  Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai suatu

bentuk  pengingkaran terhadap proses peradilan  dan  pelepasan  atas  segala

haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  telah  dianggap  melepaskan

hak-haknya,  namun karena perkara  ini  merupakan perkara  perceraian  yang

dalam pemeriksaannya  menganut  azas  mempersukar  perceraian  dan  untuk

meyakinkan  Majelis  Hakim apakah  gugatan  Penggugat beralasan  dan  tidak

melawan  hukum,  maka  Penggugat tetap  diwajibkan  membuktikan  dalil-dalil

gugatannya.  Hal  ini  sejalan dengan Hasil  Rumusan Kamar  Agama Angka 3

dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  tahun  2015  tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan  Penggugat telah

dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal

5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel

pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg),

dan  isinya  relevan  dengan  materi  perkara  ini.  Dengan  demikian,  bukti-bukti

tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat.

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  yang  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk merupakan akta otentik seperti yang ditentukan Pasal 285 R.Bg jo.

Pasal  1870  KUHPerdata.  Isinya  menerangkan  bahwa  Penggugat  saat  ini

bertempat tinggal  di  Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka.  Wilayah mana

masuk  dalam  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Banjarbaru.  Berdasarkan  bukti

tersebut,  Pengadilan  Agama  Banjarbaru berwenang  secara  relatif  untuk

memeriksa dan memutus perkara a quo. 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  perkawinannya,  Penggugat

telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa  fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah.

Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat

adalah suami istri  sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2015 yang
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hingga  kini  belum  pernah  bercerai,  selanjutnya  dari  hubungan  perkawinan

tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya  perihal

keadaan rumah tangganya,  Penggugat  telah menghadirkan saksi-saksi  yang

bernama  Nurhayati  binti  Jamrin  (kakak  kandung  Penggugat)  dan  Rica  binti

Maksum Rizuma (teman Penggugat) di muka persidangan yang keterangannya

telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang

dilarang  menjadi  saksi  dalam perkara  perceraian  khususnya dengan  alasan

perselisahan dan pertengkaran-  justru  keterangannya  harus  diterima  karena

merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat

sebagaimana  ditentukan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan sebagai  aturan khusus (lex specialis)  dalam memeriksa

perkara perceraian.

Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut,  para  saksi  telah  diperiksa  secara

bergantian,  memberi  kesaksian  di  bawah  sumpah  mengenai  hal-hal  yang

dilihat,  didengar  dan  dialami  sendiri,  materi  kesaksiannya  relevan  dengan

pokok gugatan Penggugat  dan keterangan satu dengan yang lainnya saling

bersesuaian. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang

telah memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksiannya dapat

dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan  analisa terhadap posita gugatan dan

bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada

tanggal 20 Desember 2015;

- Bahwa  sejak  awal  tahun  2020,  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  sering

bertengkar karena masalah ekonomi;

- Bahwa  Tergugat  pernah  mengatakan  Penggugat  boros  ketika  sedang

bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus

2020, Tergugat pergi ke Bandung;
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- Bahwa  selama  pisah,  Tergugat  tidak  pernah  memberi  nafkah  kepada

Penggugat dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa  para  saksi  sudah  berusaha  menasihati  Penggugat  agar  tidak

bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis

Hakim  dalam  mempertimbangkan  apakah  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  memenuhi  kategori  rumah  tangga  yang  dimaksud  dalam

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. 

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

sejak awal tahun 2020 sering diwarnai pertengkaran dikuatkan dengan fakta

bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2020

menunjukkan bahwa terdapat  masalah yang serius dalam kehidupan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  unsur  “perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus” yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang

telah terpenuhi.

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  fakta  para  saksi  sudah  berusaha

menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak

berhasil  dihubungkan  dengan  ketidakberhasilan  upaya  Majelis  Hakim dalam

menasihati  Penggugat  untuk  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah

tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan

sikap Tergugat sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah

terpenuhi.

Menimbang,  bahwa  lebih  jauh  lagi,  fakta  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  bulan  Agustus  2020  dan  selama  pisah,

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli, tidak saling mengunjungi

dan Tergugat  sudah  tidak  menafkahi  Penggugat  dihubungkan dengan  sikap

Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan
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dari  Tergugat  menegaskan  bahwa baik  Penggugat  maupun  Tergugat  sudah

tidak  menghendaki  lagi  hidup  bersama  dalam  sebuah  ikatan  perkawainan.

Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula

dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis

Hakim  menduga  (bukti  persangkaan)  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah rusak (broken).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan

dengan  persangkaan  Majelis  Hakim  di  atas,  maka  dalil  Penggugat  tentang

ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  tanggal  17  Maret  1999  Nomor  237  K/AG/1998  yang  abstrak

hukumnya menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam

satu  tempat  kediaman  bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  untuk

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat

dan Tergugat yang terjadi seperti  saat ini,  meyakinkan Majelis Hakim bahwa

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah,

mawaddah dan rahmah sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal  1  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  jo. Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam

(KHI) dan firman Allah SWT dalam surat  ar-Rum ayat 21 tidak mungkin akan

terwujud.

Menimbang,  bahwa  membiarkan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat

dan  Tergugat  tetap  berlangsung  seperti  ini  tidak  akan  memberi  harapan

mashlahah,  justru  sebaliknya  dapat  menimbulkan  mafsadat yang  bisa

berdampak  negatif  baik  bagi  Penggugat  maupun  Tergugat.  Jika  keadaan

seperti  itu  terjadi,  maka  menghindari  kemudharatan  (mafsadat)  lebih

diutamakan dari  pada mengharapkan  kebaikan  (mashlahah).  Hal  ini  sejalan

dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء
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Artinya : “Menolak  kemudharatan  harus  didahulukan  dari  pada  menarik
kemashlahatan”.

Menimbang,  bahwa  ahli  fikih,  Wahbah  Az-Zuhaili  mengutip  dan

menjelaskan pendapat ulama Mazhab Maliki dalam kitab  Al-Fiqh Al-Islami wa

Adillatuhu (Beirut:  Dar  Al-Fikr,  1985)  jilid  VII  halaman  527,  yang  kemudian

Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih  pendapat  tersebut  menjadi

pendapat majelis, menyatakan:

Artinya: “Pemisahan  (suami-istri)  boleh  dilakukan  bilamana  disebabkan
perselisihan  atau  kemudaratan  guna  mencegah  pertikaian,
sehingga  kehidupan  rumah  tangga  (suami-istri)  tersebut  tidak
berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah
saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang
lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan
gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil)
gugatannya  tersebut  terbukti,  maka  Hakim  menceraikan  istri
tersebut  dari  suaminya,  dan  jika  si  istri  tidak  mampu
membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan

di  muka,  ternyata  Penggugat  telah  dapat  membuktikan  dalil-dalilnya  dan

gugatan  Penggugat  tidak  melawan  hukum,  maka  gugatan  Penggugat  telah

beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  jis. Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Perkawinan dan Pasal  116 huruf  f  Kompilasi  Hukum Islam,  oleh karenanya

gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba'in

sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang,  bahwa yang dimaksud talak  satu  ba'in  shughra di  atas

adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad

nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai

dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.
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Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam bidang  perkawinan.

Maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  semua  biaya  yang  timbul  dalam  pemeriksaan  perkara  ini  dibebankan

kepada Penggugat.

Memerhatikan  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan  hukum Islam yang  berkaitan  dengan  perkara  ini  serta  mengingat  hasil

musyawarah Majelis Hakim.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Banjarbaru  pada  hari  Selasa  tanggal  2  Februari  2021  Masehi

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Hamdani, S.E.I.,

M.H., sebagai Ketua Majelis,  Achmad Sahuri, S.Sy., dan H. Ahmad Rasyidi

Halim, S.H., M.H.,  masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Hj. Norhijaziah, S.Ag.,

sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  oleh  Penggugat tanpa  hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,
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Hamdani, S.E.I., M.H.
Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 400.000,00

4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp             9.000,00  

J u m l a h : Rp 519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
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